
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1018, 2016 KEMENKEU. Pemindahtanganan BMN. 

Pelaksanaan. Pencabutan. 
 

  PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 111 /PMK.06/2016 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan 

praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 

serta melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK 

NEGARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN. 

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

Penggunaan BMN. 

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

5. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

6. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 

suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN 

pada saat tertentu. 

7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 

8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada 

pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 

uang. 
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9. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN 

yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat 

dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama 

dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai 

seimbang. 

10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau 

kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 

11. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan 

kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan 

yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

negara atau daerah pada badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki negara. 

12. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut 

Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

13. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

14. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas Penggunaan BMN pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 

15. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain 

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. 

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 
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18. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang 

dipisahkan. 

19. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD, 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara 

Pemindahtanganan BMN pada: 

a. Pengelola Barang; 

b. Pengguna Barang. 

(2) Pemindahtanganan BMN yang berasal dari kekayaan 

negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang 

sah, antara lain: 

a. eks kepabeanan dan cukai; 

b. barang gratifikasi; 

c. barang rampasan negara; 

d. aset bekas milik asing/Tionghoa; 

e. aset eks Pertamina; 

f. aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 

g. aset eks Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan 

Pertambangan Batubara, 

sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri, mengikuti ketentuan dalam 

Peraturan Menteri ini. 
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Bagian Ketiga 

Bentuk Pemindahtanganan 

Pasal 3 

Bentuk Pemindahtanganan BMN meliputi: 

a. Penjualan; 

b. Tukar Menukar; 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat. 

 

Bagian Keempat 

Prinsip Umum 

Pasal 4 

BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan negara dapat dipindahtangankan. 

Pasal 5 

(1) BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan 

penetapan status penggunaan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), untuk BMN yang tidak memerlukan 

penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundangan-undangan di bidang pengelolaan 

BMN. 

Pasal 6 

(1) Dalam rangka Pemindahtanganan BMN dilakukan 

Penilaian atas BMN yang direncanakan menjadi objek 

Pemindahtanganan, kecuali Pemindahtanganan dalam 

bentuk Hibah. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai 
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